PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR: 172.1/ 37 TAHUN 2014
TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2012 - 2017

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a.bahwa dalam rangka memberikan penyesuaian arah dan
acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan
daerah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan
pembangunan sesuai visi, misi dan arah pembangunan
daerah, perlu dilakukan perubahan RPJMD Kabupaten
Batang Tahun 2012 - 2017;

b. bahwa . sesuai pasal 114 ayat (1) Peraturan DPRD
Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata
Tertib DPRD Kabupaten Batang, Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk
mendapatkan persetujuan bersama;

c. bahwa pembahasan sebagaimana dimaksud huruf c, telah
dilaksanakan oleh Panitia Khusus dengan hasil
sebagaimana tertuang dalam Laporan Panitia Khusus
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dan
telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD tanggal
4 Desember 2014;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang
tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang Terhadap Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 - 2017.
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Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1I Batang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5043);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);

Scanned with CamScanner



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416), sebagaimana telah bebarapa kali diubah terakhir
dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5104;

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004
tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten
Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E

Nomor 5);
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007

Seri E Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1);
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Ta.hun
an Jangka Panjang

7007 tentang Rencana Pembangun
Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor

13 Seri E Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupa

tentang Rencana Tata Ruang wil
Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Dae

Tahun 2011 Nomor 7);

18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah K‘abupaten
Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

ten Batang Nomor 7 Tahun 2011
ayah Kabupaten Batang
rah Kabupaten Batang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2

TAHUN 2012 TENTANG RPJMD KABUPATEN BATANG

TAHUN 2012 - 2017.
PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang
beberapa penyesuaian - dan

Tahun 2012 - 2017, dengan
perubahan sebagaimana tercantum dalam laporan hasil
pembahasan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Batang.

KEDUA . Persetujuan = sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA
dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama Antara
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dengan

Bupati Batang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 4 Desember 2014

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG

H. I. TEGUH RAHARJO
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